
BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bandung;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bandung, dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut RSUD yang
terdiri dari RSUD Majalaya, RSUD Soreang dan RSUD Cicalengka;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung,
perlu menetapkan rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah
Sakit Umum Daerah;

d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan huruf c maka ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung;

SALINAN



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
TaMbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2004 Nomor 29 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 19);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor
21);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung



Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor
25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1) yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2009,
diubah sebagai berikut :

1. Setelah ketentuan BAB III lama, ditambahkan dengan ketentuan BAB Ma baru berbunyi
sebagai berikut :

BAB IIIa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI RSUD CICALENGKA

Bagian Pertama
Direktur

Pasal 68a

(1) Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

(2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 68b

(1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan
ketatausahaan yang meliputi pengelolaan umum dan perlengkapan, pengelolaan
kepegawaian dan pengembangan SDM serta pengkoordinasian penyusunan
program dan kehumasan pelayanan RSUD.

(3) Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini menyelenggarakan fungsi



a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan
ketatausahaan;

b. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan koordinasi penyusunan program
kerja RSUD secara terpadu;

c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif RSUD;

d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
perlengkapan;

e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
serta hubungan masyarakat;

f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan
pengembangan SDM RSUD;

g. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas RSUD;

h. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas
RSUD;

i. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas RSUD;

j. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;

k. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

m. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan
ketatausahaan.

(4) Bagian Tata Usaha, membawahkan

a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;

c. Sub Bagian Program dan Kehumasan.

Pasal 68c

(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta pengelolaan dan
administrasi perlengkapan.

(3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan
administrasi umum dan kerumahtanggaan serta pengelolaan dan administrasi
perlengkapan;

b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah
dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

c. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan
kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan RSUD;

e. penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi
perjalanan dinas;

f. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;



g. pelaksanaan dan penyelenggaraan rapat - rapat dinas;

h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,
gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;

i. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
perlengkapan RSUD;

j. pelaksanaan Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi
perlengkapan RSUD;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

m. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan
serta pengelolaan dan administrasi perlengkapan dengan sub unit kerja lain di
lingkungan RSUD.

Pasal 68d

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM pelayanan
kesehatan RSUD.

(3) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan
administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM pelayanan kesehatan
RSUD;

b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data
serta dokumentasi administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM
pelayanan kesehatan RSUD;

c. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;

d. penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi
kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen,
askes dan pemberian penghargaan serta.peningkatan kesejahteraan pegawai;

e. penyusunan dan penyiapan pengembangan SDM untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;

f. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin
pegawai;

g. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;

h. pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai; I.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

k. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi kepegawaian dan
pengembangan SDM dengan sub unit kerja lain di lingkungan RSUD.

Pasal 68e

(1) Sub Bagian Program dan Kehumasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Program dan Kehumasan mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas



pengkoordinasian penyusunan rencana dan program serta pelayanan kehumasan
RSUD.

(3) Sub Bagian Program dan Kehumasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelaksanaan
pengkoordinasian penyusunan rencana dan program serta pelayanan
kehumasan RSUD;

b. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja
RSUD;

c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis RSUD;

d. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang
pelaksanaan tugas;

e. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) RSUD;

f. penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan
tugas RSUD;

g. pelaksanaan pelayanan keprotokolan, pelayanan hubungan masyarakat,
kemitraan dan informasi pelayanan tugas RSUD;

h. penyelenggaraan pemasaran sosial produk - produk jasa RSUD;

i. pelaksanaan penatausahaan kemitraan RSUD dengan pihak lain;

j. pelaksanaan penyusunan program dan pemasaran sosial produk dan jasa
RSUD;

k. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan
perundang-undangan;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

m.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

n. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program serta pelayanan
kehumasan RSUD dengan sub unit kerja lain di Iingkungan RSUD.

Bagian Ketiga

Bidang Kemedikan

Pasal 68f

(1) Bidang Kemedikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Kemedikan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang pelayanan kemedikan yang
meliputi pelayanan dan penunjang medik serta pelayanan rekam medik.

(3) Bidang Kemedikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini menyelenggarakan fungsi

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pelayanan
kemedikan;

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kemedikan yang
meliputi pelayanan dan penunjang medik serta pelayanan rekam medik;

c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pelayanan kemedikan;

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kemedikan;

e. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan rekam medik rawat jalan, rawat inap
dan rawat khusus;

f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kemedikan;



g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

h. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/
instansi/Iembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan kemedikan.

(4) Bidang Kemedikan, membawahkan :

a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;

b. Seksi Rekam Medik.

Pasal 68g

(1) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan medik dan penunjang medik;

(3) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan medik
dan penunjang medik;

b. pengkoordinasian penyusunan prosedur tetap standar pelayanan medik dan
pelayanan penunjang medik;

c. pengkoordinasian kegiatan penjagaan mutu pelayanan medik;

d. pengkoordinasian kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga
medik baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun diskusi yang
diselenggarakan di dalam/luar RSUD;

e. pengkoordinasian pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan medik dan
penunjang medik;

f. pengkoordinasian pemeliharaan perawatan kalibrasi peralatan medik dan
penunjang medik;

g. penyusunan kebutuhan sarana medik dan pengadaan peralatan medik;

h. penyusunan kebutuhan sarana peralatan medik dan peralatan penunjang medik,
pengumpulan dan pengolahan data peralatan medik dan peralatan penunjang
medik sebagai bahan rencana pengadaan peralatan medik dan peralatan
penunjang medik serta penyusunan laporan;

i. penganalisaan kebutuhan tenaga medik berdasarkan perkembangan pelayanan,
sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;

j. pemantauan kegiatan pelayanan penunjang medik;

k. pengkoordinasian penyusunan protap penyusunan sarana/peralatan penunjang
medik;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

m.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

n. pelaksanaan koordinasi pelayanan medik dan penunjang medik dengan sub unit
kerja lain di lingkungan RSUD.

Pasal 68h

(1) Seksi Rekam Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Rekam Medik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan rekam medik.

(3) Seksi Rekam Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini menyelenggarakan fungsi



a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan rekam
medik;

b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan informasi admission office;

c. pengaturan pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap;

d. pelaksanaan pengisian rekam medik rawat jalan dan rawat inap;

e. pelaksanaan filling, indeksing, codicing dan assembiling rekam medik;

f. pengkoordinasian pendistribusian dan informasi kesehatan;

g. pemeriksaan dan pengoreksian naskah visium et refertum;

h. penyusunan konsep pengembangan sistem manajemen informasi pelayanan
medik dan pelayanan penunjang;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

k. pelaksanaan koordinasi pelayanan rekam medik dengan sub unit kerja lain di
lingkungan RSUD.

Bagian Keempat

Bidang Keperawatan

Pasal 68i

(1) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang pelayanan keperawatan yang
meliputi asuhan keperawatan rawat inap, rawat jalan dan rawat khusus.

(3) Bidang Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini menyelenggarakan fungsi

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pelayanan
keperawatan;

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan keperawatan yang
meliputi asuhan keperawatan rawat inap, pelayanan rawat jalan dan pelayanan
rawat khusus;

c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang sarana, prasarana dan peralatan
pelayanan keperawatan;

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan
keperawatan;

e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembinaan dan pengembangan
tenaga keperawatan;

f. perumusan kebutuhan tenaga perawat RSUD berdasarkan katagori tenaga dan
pasien;

g. penyelenggaraan pembinaan dan kerjasama dengan institusi pendidikan dan
keperawatan;

h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

j. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan keperawatan.

(4) Bidang Keperawatan, membawahkan:

a. Seksi Perawatan Rawat Inap;



b. Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus.

Pasal 68j

(1) Seksi Perawatan Rawat Inap dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Perawatan Rawat Inap mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
asuhan keperawatan rawat Inap.

(3) Seksi Perawatan Rawat Inap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan dan
asuhan keperawatan rawat Inap;

b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan rawat Inap;

c. penyusunan, perencanaan analisa kebutuhan tenaga dan alat perawatan,
pembinaan, pengembangan, penempatan dan penilaian tenaga keperawatan;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan dan asuhan
keperawatan;

e. pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

h. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan asuhan keperawatan rawat Inap dengan
sub unit kerja lain di lingkungan RSUD.

Pasal 68k

(1) Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan dan asuhan keperawatan rawat jalan dan khusus.

(3) Seksi Perawatan Rawat Jalan dan Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan dan
asuhan keperawatan rawat jalan dan khusus;

b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan rawat jalan dan
khusus;

c. penyusunan, perencanaan, analisa kebutuhan tenaga dan alat perawatan,
pembinaan pengembangan penempatan dan penilaian tenaga keperawatan
rawat jalan dan khusus;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan dan asuhan
keperawatan rawat jalan dan khusus;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

g. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan asuhan keperawatan rawat jalan dan
khusus dengan sub unit kerja lain di Iingkungan RSUD.



Bagian Kelima

Bidang Keuangan

Pasal 68l

(1) Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan tugas - tugas di bidang pengelolaan keuangan yang
meliputi pelayanan mobilisasi dana, pengeluaran serta pembukuan dan akuntansi;

(3) Bidang Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini menyelenggarakan fungsi :

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan
keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, penerimaan dan pengendalian
anggaran serta pengelolaan pengeluaran, pembukuan dan akuntansi;

b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan yang
meliputi penyusunan anggaran, penerimaan dan pengendalian anggaran serta
pengelolaan pengeluaran, pembukuan dan akuntansi;

c. pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan keuangan yang
meliputi penyusunan anggaran, penerimaan dan pengendalian anggaran serta
pengelolaan pengeluaran, pembukuan dan akuntansi;

d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
keuangan;

e. penetapan rumusan kebijakan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana
anggaran pendapatan dan belanja RSUD;

f. penetapan rumusan kebijakan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja
RSUD;

g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pembukuan keuangan anggaran dan
belanja RSUD;

h. penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pembuatan daftar gaji serta
tunjangan daerah;

i. penetapan rumusan kebijakan bahan pertanggungjawaban anggaran
pendapatan belanja RSUD;

j. penetapan rumusan kebijakan pengembangan sumber-sumber pendapatan
RSUD;

k. penetapan rumusan kebijakan pengendalian dan penyajian serta
penyelenggaraan sistem informasi keuangan RSUD;

l. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

n. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/Iembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan keuangan.

(4) Bidang Keuangan, membawahkan :

a. Seksi Mobilisasi Dana;

b. Seksi Pengeluaran dan Akuntansi.

Pasal 68m

(1) Seksi Mobilisasi Dana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Mobilisasi Dana mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengendalian penerimaan anggaran RSUD.



(3) Seksi Mobilisasi Dana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan dan
pengendalian penerimaan anggaran RSUD;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan perhitungan rekening pasien/
penerimaan RSUD;

c. pelaksanaan penyusunan harga satuan (unit cosh);

d. pelaksanaan pengawasan system pembayaran (billing system);

e. pelaksanaan sistem informasi kesehatan;

f. pengkoordinasian perencanaan teknis pengendalian anggaran RSUD;

g. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan penerimaan keuangan RSUD;

h. pelaksanaan pengembangan penerimaan keuangan RSUD;

i. pelaksanaan verifikasi pendapatan RSUD;

j. pelaksanaan pengujian terhadap keabsahan bukti bukti penerimaan dan piutang
RSUD;

k. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan RSUD;

l. pelaksanaan penyusunan laporan penerimaan keuangan tahunan RSUD;

m.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

o. pelaksanaan koordinasi pelayanan penyusunan anggaran, penerimaan dan
pengendalian anggaran RSUD dengan sub unit kerja lain di lingkungan RSUD.

Pasal 68n

(1) Seksi Pengeluaran dan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Pengeluaran dan Akuntansi mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengelolaan perencanaan anggaran, pengeluaran, pembukuan dan akuntansi
keuangan RSUD.

(3) Seksi Pengeluaran dan Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pelayanan dan
pengelolaan perencanaan, pengeluaran, pembukuan, akuntansi dan
pertanggungjawaban keuangan RSUD;

b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran dan pembiayaan RSUD;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran belanja RSUD;

d. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta
tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;

e. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi
pengelolaan keuangan;

f. pelaksanaan pembukuan dan penatausahaan transaksi keuangan RSUD;

g. pelaksanaan verifikasi belanja RSUD;

h. pelaksanaan pengujian terhadap keabsahan bukti bukti pengeluaran dan utang
RSUD;

i. pelaksanaan pengawasan dan perencanaan pembukuan anggaran RSUD;

j. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan
tugas pengelolaan keuangan RSUD;



k. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan
anggaran pelaksanaan tugas RSUD;

l. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran belanja dan
pembiayaan RSUD;

m.pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tahunan RSUD;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

p. pelaksanaan koordinasi pengeluaran dan akuntansi dengan sub unit kerja lain di
lingkungan RSUD.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Intern

Pasal 68o

(1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas membantu
Direktur dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya RSUD.

(2) Satuan Pengawas Intern diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan oleh Bupati.

(3) Satuan Pengawas Intern dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi :

a. pemeriksaan kegiatan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan,
pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan;

b. pengujian dan penilaian laporan setiap unsur kegiatan RSUD;

c. penelusuran kebenaran laporan dan informasi terhadap penyalahgunaan
wewenang dalam pengelolaan sumber daya RSUD;

d. pengusulan alternatif pemecahan terhadap penyimpangan wewenang dalam
pengelolaan sumber daya RSUD;

e. pemantauan tindakianjut hasil temuan pengawasan fungsional.

Bagian Ketujuh
Komite Medis

Pasal 68p

(1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari
anggota staf medis fungsional.

(2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar
pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi,
mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan
program pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan pelayanan medis.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia-panitia
yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi Iainnya secara
ex-officio.

(5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk
mengatasi masalah khusus.

(6) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.

(7) Pembentukan Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun.



Bagian Kedelapan
Staf Medis Fungsional

Pasal 68q

(1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di
Instalasi dalam jabatan fungsional.

(2) Staf Medis Fungsional mempuinyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan,
pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai
dengan keahliannya.

(4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk
periode tertentu.

(5) Ketua kelompok diangkat oleh Direktur.

Bagian Kesembilan

Komite Keperawatan

Pasal 68r

(1) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar
keperawatan dan pembinaan asuhan keperawatan.

(2) Komite Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini menyelenggarakan fungsi

a. perencanaan operasional kegiatan komite keperawatan;

b. pelaksanaan penyusunan standar asuhan keperawatan;

c. pelaksanaan penyusunan prosedur tindakan keperawatan;

d. pelaksanaan pembinaan pelayanan asuhan keperawatan;

e. pelaksanaan pengujian kelayakan tindakan keperawatan sesuai dengan
perkembangan keperawatan dan IPTEK keperawatan;

f. pelaksanaan studi kasus pelayanan keperawatan;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan koordinasi keperawatan dengan sub unit kerja terkait di lingkungan
RSUD.

Bagian Kesepuluh
Staf Keperawatan Fungsional

Pasal 68s

(1) Staf Keperawatan Fungsional adalah tenaga keperawatan yang bekerja pada unit
keperawatan yang mempunyai tugas melaksanakan asuhan keperawatan
berdasarkan proses keperawatan.

(2) Staf Keperawatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini menyelenggarakan fungsi

a. pengkajian keperawatan, penentuan diagnosa keperawatan, perencanaan dan
pelaksanaan tindakan dan penilaian keperawatan;

b. pendokumentasian asuhan keperawatan;

c. penyuluhan keperawatan;

d. pengembangan asuhan keperawatan

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;



f. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tindakan dan penilaian
keperawatan dengan sub unit kerja terkait di lingkungan RSUD.

Bagian Kesebelas

Instalasi

Pasal 68t

(1) Instalasi adalah sarana penunjang kegiatan unit pelaksana fungsional.

(2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural.

(3) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Jenis - jenis Instalasi, terdiri atas :

a. Instalasi Rawat Jalan;

b. Instalasi Rawat Inap;

c. Instalasi Gawat Darurat;

d. Instalasi Bedah Sentral;

e. Instalasi Perawatan Intensif;

f. Instalasi Radiologi;

g. Instalasi Farmasi;

h. Instalasi Gizi;

i. Instalasi Patologi;

j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;

k. Instalasi Rehabilitasi Medis;

l. Instalasi Bank Darah;

m. Instalasi Sistem Informasi dan Manajamen Rumah Sakit (SIM RS);

n. Instalasi Central Sterilization Supply Department (CSSD).

Paragraf 1

Instalasi Rawat Jalan

Pasal 68u

(1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan
pengelolaan dan pelayanan perawatan rawat jalan.

(2) Instalasi Rawat Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan perawatan rawat jalan;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan perawatan rawat jalan;

c. pelaksanaan koordinasi dalam diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan
penyakit dan peningkatan kesehatan bagi penderita perawatan rawat jalan;

d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan di bidang pelayanan
perawatan rawat jalan;

e. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan perawatan
rawat jalan.



Paragraf 2
Instalasi Rawat Inap

Pasal 68v

(1) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan
pengelolaan dan pelayanan perawatan rawat Inap,

(2) Instalasi Rawat Inap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan perawatan rawat inap;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan perawatan rawat inap;

c. pelaksanaan koordinasi dalam diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan
penyakit dan peningkatan kesehatan bagi penderita perawatan rawat inap;

d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pelayanan perawatan rawat inap;

e. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan perawatan
rawat inap;

f. pelaksanaan penerimaan dan pemulangan pasien.

Paragraf 3

Instalasi Gawat Darurat

Pasal 68w

(1) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan
perawatan gawat darurat.

(2) Instalasi Gawat Darurat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan perawatan gawat darurat;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan perawatan gawat
darurat;

c. pelaksanaan koordinasi dalam diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan
penyakit dan peningkatan kesehatan bagi penderita gawat darurat;

d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pelayanan perawatan gawat darurat;

e. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan perawatan
gawat darurat.

Paragraf 4
Instalasi Bedah Sentral

Pasal 68x

(1) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan
pelayanan bedah.

(2) Instalasi Bedah Sentral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan bedah;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan bedah;

c. pelaksanaan koordinasi dalam pelayanan pembedahan;

d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pelayanan bedah;



e. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan bedah.

Paragraf 5

Instalasi Perawatan Intensif

Pasal 68y

(1) Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan
pelayanan perawatan intensif.

(2) Instalasi Perawatan Intensif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan perawatan intensif;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan perawatan intensif;

c. pelaksanaan koordinasi dalam diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan
penyakit dan peningkatan kesehatan bagi penderita perawatan intensif;

d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pelayanan perawatan intensif;

e. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan perawatan
intensif.

Paragraf 6
Instalasi Radiologi

Pasal 68z

(1) Instalasi Radiologi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pelayanan
radiologi.

(2) Instalasi Radiologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan radiologi;

b. pelaksanaan pelayanan radiologi yang meliputi radiodiagnostik, radioterafi dan
ultrasonografi;

c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pelayanan radiologi;

d. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan radiologi.

Paragraf 7
Instalasi Farmasi

Pasal 68aa

(1) Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dalam bidang
pelayanan kefarmasian.

(2) Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan kefarmasian;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pelayanan kefarmasian;

c. pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan peracikan dan penyuluhan obat obatan,
alat kesehatan serta bahan kimia.

d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pelayanan kefarmasian;

e. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan kefarmasian.



Paragraf 8

Instalasi Gizi

Pasal 68bb

(1) Instalasi Gizi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dalam bidang
pelayanan gizi.

(2) Instalasi Gizi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan gizi;

b. pelaksanaan kegiatan pengolahan, penyaluran makanan dan penyuluhan gizi;

c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pelayanan gizi;

d. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan gizi.

Paragraf 9
Instalasi Patologi

Pasal 68cc

(1) Instalasi Patologi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dalam
bidang pelayanan patologi klinik dan patologi anatomi,

(2) Instalasi Patologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan patologi klinik dan patologi
anatomi;

b. pelaksanaan kegiatan dalam bidang pelayanan patologi klinik dan patologi
anatomi;

c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan patologi klinik dan
patologi anatomi;

d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pelayanan patologi klinik dan patologi anatomi;

e. penganalisaaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan patologi
klinik dan patologi anatomi.

Paragraf 10
Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Pasal 68dd

(1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan sarana rumah sakit.

(2) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pemeliharaan sarana rumah sakit;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang pemeliharaan sarana rumah
sakit;

c. pelaksanaa koordinasi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, peralatan
medis, peralatan non medis, bangunan dan sarana penunjang lainnya;

d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pemeliharaan sarana rumah sakit;

e. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pemeliharaan sarana
rumah sakit.



Paragraf 11
Instalasi Rehabilitasi Medis

Pasal 68ee

(1) Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan
dalam bidang pelayanan rehabilitasi medis.

(2) Instalasi Rehabilitasi .Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan rehabilitasi medis;

b. pelaksanaan koordinasi pelayanan rehabilitasi medis yang meliputi pelayanan
fisioterapi, alat pembantu buatan dan latihan kerja, pengobatan, pendidikan,
pencegahan akibat penyakit dan peningkatan kesehatan;

c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pelayanan rehabilitasi medis;

d. penganalisaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan rehabilitasi
medis.

Paragraf 12
Instalasi Laboratorium

Pasal 68ff

(1) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dalam
bidang pelayanan patologi klinik, patologi anatomi dan bank darah.

(2) Instalasi Laboratorium dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dalam bidang pelayanan patologi klinik, patologi
anatomi dan bank darah;

b. pelaksanaan kegiatan dalam bidang pelayanan patologi klinik, patologi anatomi
dan bank darah;

c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan patologi klinik,
patologi anatomi dan bank darah;

d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan di bidang
pelayanan patologi klinik, patologi anatomi dan bank darah;

e. penganalisaaan dan penyiapan sarana untuk kebutuhan pelayanan patologi
klinik, patologi anatomi dan bank darah.

Paragraf 13
Instalasi Central Sterilization Supply Department (CSSD)

Pasal 68gg

(1) Instalasi Central Sterilization Supply Department (CSSD) mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sentralisasi
sentral dan supply peralatan medis, keperawatan dan linen.

(2) Instalasi Central Sterilization Supply Department (CSSD)dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kegiatan (CSSD);

b. penyusunan rencana kebutuhan SDM dan peralatan untuk kelancaran operasional
CSSD;

c. pelaksanaan pencucian dan sterilisasi peralatan medis, keperawatan dan linen;

d. pelaksanaan supply peralatan medis, keperawatan dan linen;



e. pelaksanaan evaluasi kebutuhan sterilisasi peralatan medis, keperawatan dan
linen;

f. pelaksanaan laporan hasil kegiatan sterilisasi dan supply peralatan medis,
keperawatan dan linen.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 68hh

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk
dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku.

2. Setelah ketentuan Pasal 74 lama, ditambahkan dengan ketentuan Pasal 74 baru berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 74a

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain
sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1), dinyatakan masih tetap
berlaku.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa

NIP. 19740717 199803 1 003


